
Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua 
Telepon (0983) 31001, 32001, 31011 Fax (0983) 32712 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907) ; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884) ; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
8/PMK.01/2020 tentang Tata cara penyaluran Dana Alokasi 
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi DAU 
tambahan pada Kelurahan dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Yapen; 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENETAPAN ALOKASI DAU TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN 
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 10 TAHUN 2020 

BUPATI KEPULAUAN Y APEN 
PROVINSI PAPUA 

.. 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Materiil; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157) ; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor : 8/PMK.01/2020 tentang Tata cara penyaluran 
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
46); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi 
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4857}; 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533}; 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal 4 

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Alokasi Umum 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, harus berpedoman pada 
kententuan perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 3 

Alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 
diberikan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 
kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan; 

Pasal 2 

(2) Pembagian DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilakukan 
secara merata kepada setiap kelurahan dengan rincian sebagaimana 
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini ; 

(1) Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan bantuan pendanaan kelurahan 
yang dialokasikan dalam APBD adalah sebesar Rp. 2.909.095.000,- (dua 
milyar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) 
dengan rincian : 
a. DAU Tambahan sebesar Rp. 1.909.095.000,- (satu milyar Sembilan 

ratus Sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) 
b. Alokasi dari APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAU 
TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN 
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 
03 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 
Tahun 2019 Nomor 03) ; 

13. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 
2020 {Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 
Tahun 2019 Nomor 24); 



Salinan Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth: 
1. Gubernur Papua di Jayapura ; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui ; 
3. Para Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen 

rnasing-masing di Serui ; 

~S DAERAH 
, PULAUAN YAPEN , 

LAUAN YAPEN 
PATI, 

SER U I 
13 Mei 2020 

Diundangkan di S E R U I 
pada tanggal 13 Mei 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Yapen 



NO KELURAHAN DAU TAMBAHAN ALOKASI APBD JUMLAH 
(Rp) (Rp) (Rp) 

1. SERUIKOTA 381.819 .000,- 200.000.000,- 581.819.000,- 

2. SERUIJAYA 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,- 

3. ANOTAUREI 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,- 

4. TARAU 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,- 

5. AN SUS 381.819.000,- 200.000.000,- 581.819.000,- 

JUMLAH 1.909.095.000,- 1.000.000.000,- 2.909.095.000,- 
- - 

ALOKASI DAU TAMBAHAN PADA KELURAHAN DILINGKUNGAN KABUPATEN 
KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020 

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Yapen 
Nomor 10 Tahun 2020 
Tanggal 13 Mei 2020 



.Jalan lrian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua 
Tclepon (0983) 3 l 00 l, 32001, 31011 Fax (0983J :.32712 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat ( 1) Peraruran 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tenta.ng Dana Dcsa 
Yan.g Bersurnber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dcngan 
Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dun Bclanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bcrsurnber dari Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana 
Kampung untuk setiap Kampung; 

b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, 
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman 
penggunaan, dan pernan tau an serta evaluasi pcngelolaan 
Dana Karnpurig dan pcnyaluran Ban tuan Langsung Tunai 
Kampung,telah diatur dalarn Pcraturan Menteri Keuangan 
N omor 205 / PMK. 07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK07 /2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 
205/PMK.07 /2019 ten tang Pengelolaan Dana Desa; 

C- bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud 
dalarn huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Kepulauan Yapen tentang Perubahan 
Peraturan Bupati Kcpulauan Yapen Nomor 03 Tahun 
2020 Tentang Tata Cara Pernbagian Dan Penetapan 
Rincian Dana Kampung Pada Setiap Karnpurig Di 
Kabupaten Kepulauan Yapen; 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCTAN DANA Y~MPUNG 
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 12 TAI-TUN 2020 

BUPATI I{EPULAUAN YAPEN 
PROVINSI P.APUA 

.. 



6. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersurnber dari Anggara n Pendapalan 
dan Belanja Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Perncrintah Nomor 8 
Tahun 2016 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah.un 
2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Rincian Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 220.}; 

3. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dann. Dcsa scbagairnana te!ah 
dir..ibah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nornor Nornor 50/PMK.07 /2020 tentang 
Perubahan Kedua alas Peraturan Menteri Keuangan 
Nornor 205/PMK.07 /2019 tentang pengclolaan dana desa; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 194 5; 

2. Undarig- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pernbentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provins, Irian Barat 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4 7, 
Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2907); 

3. Undang - Undang Nornor 21 Tahun 2001 tentang Otonorni 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nornor 135, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), scbagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 
2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tarnbuharr Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomcr 6 Tahun 2014 lentang Dcsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7 Tambahan Lembai an Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 
2014 tentang Desa [Lernbnran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

Mengingat 

\ 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kampung adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang 
merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mcngatur 
dan mengurus unzs.:1n pcmeruitnhnn, Icepcrituigari 
rnasyarakat seternpat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, 
hak asal usul, danjatau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalarn sistcrn pernerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

2. Dana Karripurig adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui 
Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah kabupaten Zkota 
dan digunakan urituk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pcrnberdayaan masyarakat. 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN BTJPATI KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 03 TAHUH 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA SETJAP 
KAMPUNG Dl KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Kcuarigan Nomor 35/PMK.07 /2020 
Tentang Pcngelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa 
Tahu,'1 Anggara.1? 2D2D Da}a,.71 Rangka Penanga..~an 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/ Atau 
Menghadapi Ancarnan Yang Mernbahayakan Perekonornian 
Nasional (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 377) 

10. Peraturan Menteri Da le m Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 03 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendaputan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupatcn Kepulauari 
Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 
Tahun 2019 Nomor 03) 

12. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 
Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan 
Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam 
lingkup Pernerintah Kabupaten Yapcn Waropen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 
2002 Nomor 104). 

Menetapkan 



Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten 
Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara 
merata clan berkeadilan pada 160 Kampung berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

B.t...B u 
TATA CARA.. PENGHITUNGAN DAN 

PENET,\PAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP K.:\MPUNG 

Pasal 2 

4. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang 
ditetapkan oleh Mentcri Dalam Negcri. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Karnpung, yang 
selanjutnya disingkat APD K, adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Karnpung. 

6. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK 
adalah rekening ternpat menyirnpan uang Pernerintahan 
Kampung yang menampung seluruh penerirnaan 
Kampung dan digunakan untuk membaya.r seluruh 
pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekcning pada Bank 
yang ditetapkan; 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sclanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebil i realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran sclarna satu periode anggaran 

8. Aparat Pengawas Internal ?emcrintah yang sclanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jcnderal kcrncntcrian, 
unit pengawasan lernbaga pemcrinlah nonkementerian, 
inspektorat daerah proviusi Papua.dan inspektorat 
daerah kabupaten Kepulauan Yapen 

9. Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah skala 
penyebaran Penyakit Corora Virus Disease (Covid-19) yang 
terjadi secara global di seluruh clunia 

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Dcsa yang disingkat BLT­ 
Dana Desa adalah Pernberian Uang Tonai kepada Keluarga 
Miskin atau Tidak mampu di karnpurig yang bersumbcr 
dari dana kampung untuk mengurangi dampak ekonomi 
akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 

3. Pcmerintah Karnpung adalah Kepala Karnpung yang 
dibantu perangkat Kampurig sebagai unsur penyelenggara 
p,..,.,...,.,..;,.... i r, h'> n T/"nm .-., 1..-.,.rr· 

.l V~J..1..V.l -'-..1..l +..c..Li ,<...n . .l .&.~UJ.J.J..jJ\..4' .10' 



Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana 
dimaksud pada. Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
bobot sebagai berikut: 
a. Pengelolaan keuangan kampung dcngan bobot 20%~ 
b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%; 
c. Capaian keluaran (output) Dana Kampung dengan bobot 

25°/t,; dan 
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan kampung dcngan 

bobot 35%. 

Pasal 6 

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
huruf c, dibagi kepada kampung-kampung dengan 
kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, 
pengeJolaan Dana Karnpung, capaian kcluaran (output) 
Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) 
pembangunan kampung. 

PasalS 

DK 
KST 

= Pagu Daria Nasional 
= Jumlah Kampung sangat tert.inggal yang 

rnerniliki jurnlah penduduk miskin tinggi 
= .Jumlah karnpung tertinggal yang memiliki 
jurnlah pcnduduk miskin tinggi 

KT 

AA Kampung = (0,015 x DK)/ {2*KST) + (l*DT)} 

Keterangan : 

AA Kampung = Alokasi Afirmasi setiap Kampung 

(1) Alokasi afirrnasi setiap Karnpung sebagaimaria dirnaksud 
dalam Pasal 2 huruf b dibcrikan kepada Kampung 
Tertinggal dan Karnpung Sangat Tertinggal yang memiliki 
jurnlah penduduk mis kin tinggi. 

(2) Besaran alokasi afirrna si setiap Kampung sebagairneria 
dimaksud pada ayat (l) dihitung berdasarkari ketentuari 
dalarn Peraturan Menteri Keuangan mengcnai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Kampung. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus : 

Pasal4 

Pasal3 

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupatcn/kota dibagi j urnlah kampung sebagaimana telah 
ditctapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan 
Nornor 35/PMK.07 /2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke 
Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalarn Rangka 
Penanganan Panderni Corona Virus Disease (Covid-19) 
Dan/ Arau Menghadapi Ancarnan Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional 



(1) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimaria 
dirnaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Kampung. 

Pasal9 

Alokasi formula sebagairnana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, 
dihitung berdasarkan data jurnlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang 
bersumber dari kementerian yang berwena.ng dan/ a tau 
lernbaga yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di 
bidang statistik. 

Pasal 10 

Jumlah Kampung = Jumlah Kampung Nasional 

= Alokasi Kinerja Setiap Kampung 

= Pagu Dana Karnpung NasionaJ 

AK Kampung 
DK 

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagairnana 
dimaksud pada Pacal 5 dihitung berdasarkan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan mcngenai Tata Cara 
Pengalokasian Dana Ka .. 'TI pung. 

(2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 d ihi turig berdasarkan rumus: 

AK Kampung = (0,015 x DD)/ (0,1 x jumlah karnpung) 

Keterangan 

sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai <lari perubahan 
skor IDM, perubahan status kampung, status kampung 
terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk mi skin. 

Pasal 8 

kampung pernbangunan 

persentase capaian output anggaran dana karnpung dan 
dana karnpung. 

(4) Capaian hasil ( outcome) 

pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana 
kampung terhadap total dana kampung dan persentase 
pcngadaan barang jasa dana kampung secara swakelola. 

(3) Capaian keluaran (output) Dana Kampung sebagaimana 
pad a pasal 6 huruf c dinilai dari person tase realisasi 

kampung sebagaiman pada pasal 6 
dari perscntase kesesuaian bidang 

(1) Pengelolaan kcuangan kampung sebagaimana pada pasal 6 
huruf a dinilai dari perubahan rasio PAK (Pendapatan Asli 
Kampung) terhadap total pendapatan APBK dan rasio 
belanja bidang pernbangu nan dan pemberdayaan terhadap 
bidang APBK. 

(2) Pengeloaan dana 
huruf b dinilai 

Pusal 7 



(2) Penyaluran Dana Karnpung sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung 

/ Daerah kabupalen dan pcnyaluran dana hasil pcmotongan 
Dana Kampung ke RKK. 

(3) Pemotongan Dana Kampung Daerah kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Krunpung ke 
RKK sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana 
Karnpung dari bupati. 

(4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan kctentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan .Jarruari sebesar 40% 

(empat puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat 
puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua 

(1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui 
RKUD. 

Pasal 12 

Penetapan Rincian Dana Karnpung untuk 160 Kampung di 
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
TATA CARA PENYALURJ\N DANA KAMPUNG 

Pasal 11 

Karnpung kabupaten 
Alokasi Formula I<abupaten AF Kab/Kota 

24 

23 

rasio jurnlah penducluk setiap Karnpung 
terhadap total penduduk Kampurig 
kabupaten 

= rasio jumlah penduduk miskin setiap 
Kampung terhadap total pcnduduk miskin 
Kampurig kabupaten 

= rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap 
total luas wilayah Kampung kabupaten 

= rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG 

22 

Alokasi Fcrmula setiap Kampung 
Keterangan: 
AF Kampung = 
Zl 

AF Kampung = {(0,10 ·k Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * 23) + (0,25 * Z4)} * 
AF Kab/Kota 

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Karnpung sebagairnana 
dimaksud pada Pasal l O dihitung berdasarkan rumus 
dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 



2. Perat.uran Kampung mengenai APBK; 

3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Kampung tahun anggaran sebelurnnya 

4. laporan realisasi penyerapan dun capaian keluaran 
Dana Kampung sarnpai dengan tahap II menunjukkan 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima 
puluh pcrsen) dan capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per se n}; dan 

5. Japoran konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Kampung tahun anggaran sebelurnnya, 

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; 

c. Tahap III berupa : 

1. peraturan bupati mengenai tata cara pernbagian dan 
penetapan rincian Dana Kampung sctiap Kampung 
dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Daria Karnpung 
setiap Karnpung: 

Dana pemindahbukuan 

mengenai tata cara pern bagian 
rincian Dana Karnpung setiap 
Keputusan bupati mengenai 

Dana Kampung setiap 

a. Tahap I berupa : 

1. peraturan bupati 
dan penetapan 
Kampung a tau 
pen eta pan rincian 
Karnpung; dart; 

2. surat kuasa 
Katnpurig. 

Pasal 13 

( 1) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana <limaksud pada 
Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setclah Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dai'i Bupati, dengan 
ketentua..n : 

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam 
pu luh persen) ~ dan 

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (cmpat 
pu1uh persen). 

(6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
merupakan status Kampung hasil penilaian yang 
dilakukan setiap tahun dun ditetapkan cleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
dalam lndeks Desa. 

(5) Penyaluran Dana Kampung sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) untuk Karnpung beretatus Karnpurig Mandiri 
,-1;1,..,1-,1.,..,,.... rl,-,J,.,rn ') (rl"a' t-.h,-.n rl,:,..--.c,:,:,r, 1,.,.1-,:,nh,r,n• 
Y.U.C,,1.J.'(-.:..., ... ~u..a..1 UCA.t..(:"ll, . .L .. .Lf l"-' .... l j l..U.l..t."4.t,.J, '""'"'..I.J.t:>U...,...L K',,,,.,\...\,.,J...L\...\,..l.<A.J.4. 



(3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pernindahbukuan Dana Kampung sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) lruruf a angka 2 dan ayat 
(2) htiruf a angka 2 untuk seluruh Karnpung, dan 
wajib disampaikan pada saat penyarnpaian dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap I 
pertama kali 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c angka 3 dan 4, serta ayat (2) angka 3 dan 4 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 
keluaran dari seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan clan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c 
dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
output, volume output, cara perigadaan, dan capaian 
output. 

(2) Penyaluran Dana Karnpung sebagairnana dirnaksud pada 
Pasal 12 ayat (5), dilaksariakan setelah Kepala KPPN 
selaku KPA Penyalurun DAK Fisik dan Dana Kampung 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, 
dengan ketentuan: 

a. Tahap I berupa : 

1. Peraturan bupati mengcnai tata cara pembagian dan 
penctapan rincian Dana Kampung setiap Kampung 
atau Keputusan bupati mengenai perietapan 
rincian Dana Karnpung setiap Kampung; dan 

2. surat kuasa pernindahbukuan Dana Desa. 

b. Tahap II berupa : 

1. peraturan bupati rnengenai tata cara pernbagian dan 
perietapan rincian Dana Desa setiap Desa dan 
peraturan bupati mengenai perubahan tata cara 
pembagian da.n petietnpun tuicien Dana Kampung 
seLiap Karripurig; 

2. peraturan Kampung rnengenai APBK; 

3. laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana 
Kampung tahun sebelurnnya}; dan 

4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Kampung tahap I rnern.mjukkan realisasi 
periyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling 
sedikit sebesar 50% (iima puluh pcrsen); dan 

5. laporari konvergen si pencegahan stunting tingkat 
kampung tahun anggaran sebelumnya 



(1) Dalarn hal kampung belum salur tahap I scbagaimana 
dirnaksud dalarn pasal 12 ayat (4) Dana Kampung 
disalurkan den gun keten tuan : 

a. Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan 
dalam 3 (tiga} ka li dengan besaran : 

1. Penyaluran Pertama sebesar 15% (lima belas 
persen] 

Pasal 14 

( 12) Berdasarkan hasil verifikasl Se bagairnana dimaksud pada 
ayat (11), bupati menyampaikan dolcurnen persyaratan 
penyaluran atas Kampung yang layak sa.lur kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DA!C Frsik can Dana 
Karnpung setiap minggu. 

(13)Dalam hal tabel refercnsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) belum memenuhi kcbutuhan input data, kepala. 
Kampung dapat menyarnpaikan perubahan tabel referensi 
kepada bupati untuk dilakukan pernutakhiran. 

(14)Perubahan tabel refercnsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 13) rnengacu pacia peraturan yang ditetapkan oleh 
Kementerian Dalarn Negeri. 

(lO)Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) belum rnemenuhi kebutuhan input data, 
kepala Kampung dapat memutakhirkan tabel referensi 
data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan 
oleh kementeriarr/Iembaga terkait. 

{l l)Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 
persyaratan penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dengan kondisi penyer apan dan capaian 
ketuaran sebagalmanu dhuaksud pada ayat (4) dan ayat 
(5) . 

Direktorat J en<leral Perbendaharaan 

Kampung 
ayat (2) 

(hardcopy) 

(8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
disampaikan dalarn bentuk <lokumen Iis ik 
dart/ a tau dokllfnen elektronik (softcopy) 

(9) Dokumen elektronik [softcopy] sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) diolah melalul aplikasi yang disediakan oleh 

(6) Dokumcn persyaratan penyaluran sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) dun ayat (2) disarnpaikan dengan surat 
pengantar yang ditandD.tarigani olch bupati ntau wakil 
bupati atau pejabat yang ditunjuk 

(7) Pemerintah Daerah rncriandai pengajuan penyaluran Dana 
Kampung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dan 
ayat (2) atas Karnpung yang layak salur ruelalui 
aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jcnderal 
Perbendaharaan 



(1) Dalam hal Kampung berstatus Karnpung mandiri belum 
salur Daria Kampung tabap I sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 12 ayat (5) ,Dana Karnpung di sal urk an 
dengan persyaratan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan : 

a. penyaluran Dana Kampung tahap I dilak:ukan 
dalarn 3 (tiga} kali derigan besaran: 

1. penyaluran pertarna sebesar 20% (dua puluh 
persen]; 

2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen};dan 

3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen); 

b. penyaluran Dana Kampung scbagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar 
penyaluran paling cepat 2 (dun) rninggu; dan 

c. penyaluran Dana Karnpung tahap II dilaksanakan 
sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan 
mernenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

(2) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah 
salur Dana Kampung tahap I sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (5), penyaluran Dana Karnpung tahap 
II dilaksanakan sesuai kctent.uan dalarn Pasal 13 ayat (2) 
dan memcnuhi persyaratan penyaluran sebagaimaria 
dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b 

Pasal 15 

2. Pcnyaluran Kedua sebcsar 15% [lima belas 
persen) 

4. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) 

c. Penyaluran Dana Karnpung sebagairnana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b dengan rentang 
waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) 
rninggu; dan 

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam 
Pasal 12 ayat (4) huruf c dart mernenuhi 
persyaratan penyaluran sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 13 ayat (1) huruf c. 

2. Penyaluran Kedua sebesar 15% (lima belas 
persen) 

3. Penyaluran Ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) 

b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan 
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran : 

1. Penyaluran Pcrtarna sebesar 15% [lirna belas 
persen) 



4. laporan konvergerrsi pencegahan stunting tingkat 
Kampung tahun anggaran scbelumnya. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c angka 2 clan angka 3 dan ayat (2) huruf 
b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata­ 
rata pcrsentase capaian keluaran. d ar i seluruh 
kegiatan setiap kampung. 

menunjukkan realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar' 50% (lima puluh persen) dart 
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 50% (lima puluh persen); dan 

dan capaian 
tahap I 

pcnyerapan 
Kampung 

rcalisasi 
Daria 

3. laporan 
keluaran 

a. tahap I tanpa dokurnen persyaratan; 
b. tahap II berupa: 

1. peraturan Kampung rnengeriai APBK; 

2. lapcran rcalisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Karnpung tahun anggaran 
sebelumnya; 

menyampaikan dokumen 
kepada bupati, dengafi 

ayat (2),kepaJa kampung 
persyaratan penyaluran 
ketentuan: 

4. laporan korrvergerrsi pencegahan stunting tingkat 
Kampung tahun anggaran sebelumnya 

(2) Dalarn rangka penyarnpaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 

capaian 
anggaran 

penyerapan dan 
Kampung tahun 

2. laporan realisasi 
keluaran Dana 
scbelumnya; 

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Kampung sampai dcngan tahap 
II rnenunjukkan realisasi pertyerapan paling 
scdikit sebesar 50% (lima puluh pcrsen) dan 
capaian keluaran mcnunjukkan paling sedikit 
sebesar 50%1 (lima puluh persen}; dan 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka pcnyarnpaian dokumen persyaratan 
penyaluran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 
ayat (1), kepala kampung menyarnpaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepuda bupati, dengan 
ketentuan : 

a. tahap I tanpa dokurnen persyaratan; 

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; 

c. tahap III berupa: 

1. pcraturan kampung mengenai APBK; 



(2) Dalam haJ Kampung telah salur Dana_ Karnpung 
tahap I sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

ketentuan 
rnemenuhi 
dimaksud 

besarari: 
1. pcnyaluran pertama sebesar 15% (Iirna belas 

persen}; 
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas 

persen); clan 
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh 

persen); 
b. penyaluran Dana Karnpung tahap II dilakukan 

dalam 3 (tiga) kali dengan besaran: 
1. penyaluran pertarna sebesar 15% (lima belas 

persen); 
2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas 

pcrsen); dan _ 
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh 

persen); 
c. penyaluran Dana Kampung sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan 
rentang waktu antar penyaluran paling 
cepat 2 (dua) minggu; dan 

d. tahap III dilaksanakan sesuai 
dalarn Pasal 12 ayat (4) huruf c dan 
persyaratan penyaluran sebagaimana 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c. 

Kampung ta hap I 
3 (tiga) kali derigan 

Dana 
dalarn 

a. penyal'urun 
dilakukan 

(5) Bupati rnelakukan verifikasi kcsesuaian dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan 
capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4). 

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), bupati rnenyampaikan dokufneri 
persyaratan penyaluran atas kampung yang layak 
salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
OAK Fisik dan Dana Kampung setiap minggu. 

(7) Dalam hal tabel referensi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) belum mcmenuhi kebutuhan input data, kepala 
kampung menyampaikan perubahan tabcl referensi 
kepada bupati untuk dilakukan pernutakhiran. 

Pasal 17 

(1) Dalam hal Karnpuug belum salur Dana Kampung 
tahap I se bagaimana d imaksud dalarn Pasal 12 
ayat (4)f Dana Karnpung disalurkan dengan 
ketentuan: 

(4) Pcnyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi 
data bidang, kegiatan.sifat kegiatan, uraian keluaran, 
volume keluaran, cara perigadaan, dan capaian 
keluaran. 



(1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahtcraan masyarakat 
kampurig, penirigkatan kualitas hidup rnanusia serta 
penanggulangan kemiskinan dan dituanzkan dalam 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung mandiri 
belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5),Dana Kampung 
disalurkan dengan persyaratan sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 13 ayat (2),dengan tambahan ketentuan: 
a. penyaluran Dana Kampung tahap I d ilak ulcari 

dalam 3 (tiga) kali dengan besaran: 
1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh 

persen}; 
2. penyaluran kedua 20% (dua puluh pcrscn);dan 
3. penyaluran ketiga 20o/o (dua puluh persen); 

b. penyaluran Dana Kampung sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf a dengan rcntang 
waktu antar penyaluran paling cepat 2 [dua] 
minggu; dan 

c. penyaluran Dana Kampung tahap II dilakaariakan 
sesuai ketentuan dalarn Pasal 12 ayat (5) dan 
mernenuhi pcrsyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

d. Dalam hal Karnpung berstatus Karnpung Mandiri 
telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (5) .penyaluran 
Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai 
ketentuan dalarn Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi 
persyaratan penyaluran sebagaimana dirnaksud 
dala.rn PasaJ 13 ayat (2). 

BAB IV 
PENGGUNAJ\N DANA KAMPUNG 

Pasal 18 

a. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan 
dalam 3 (tiga) kali dengan besaran: 
1. penyaluran pertarna sebesar 15% [Iirna belas 

persen); 
2. penyaluran kcdua 15% (lima be1as persen); 

dan 
3. penyaluran kctiga 10% ( sepuluh pcrsen]; 

b. penyaluran Dana Kampung sebagairnana 
dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu 
antar penyaluran paling cepat 2 (dua] minggu; 
dan 

c. tahap III dilaksanakan sesuai kctentuan dalarn 
Pasal 12 ayat (4) Iruruf c dan memenuhi 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat ( 1) huruf c. 

(3) Pengajuan perrnohonan penyaluran Dana Kampung 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati 
kepada KPPN. 



(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Karnpung 
berpedornan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana 
Kampung, 

(2) Prioritas penggunaan dimaksud pada ayat 1 termasuk 
kegiatan dalarn rangka rnenanggulangi darnpak ekonorni 
atas pariderni Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
antara lain berupa: 
a. kegiatan penanganan panderni Corona Virus Disease 

2019 (COVJD-19); dan/atau 
b. jaring pengaman sosial di Kampung; 

(3) Jaring perigaman sosial di Ko.mpung scbagn.imana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huf'uf b, berupa 
BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak 
mampu di Kampung scbagai keluarga penerima 
manfaat 

{4) Dana Kampung di.pri.ori.ta.skan untuk BL '1' Y..~-npung 
sebagalmana dirnaksud pada ayat ( 3). 

(5) Pernerintah Kampung wajib menganggarkan dan 
me1aksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3). 

(6) Calon keluarga pcnerune man[aat BLT Kampung 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. keluarga miskin a tau tidak mampu yang bcrdomisili 

di Kampung bersangkutan; dan 
b. tidak termasuk penerirna bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja 
(7) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT 

Kampung sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf b 
mernpertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Kernenterian Sosial 

(8) Besaran BLT Kampurig sebagaimana dirnaksud pada ayat 
{l) ditetapkan sebesar : 
a. Rp600.000}00 (enarn ratus ribu rupiah) untuk bulan 

pertama sarnpai dengan bulan ketiga per keluarga 
penerima manfaat; 

b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan 
keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga 
penerima manfaat. 

(9) Pernbayaran BLT Kampung sebagairnana dimaksud pada 
ayat (8) dilaksanakan selarna 6 (enarn] bulan paling cepat 
bulan April 2020 

10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanismc pendataan, 
penetajian data keluarga penerirna manfaat BLT Karnpung 
dan pelaksanaan pernberian BLT Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l} <lilaksanakan scsuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Pasal 20 



(1) Pemantauan terhadap penerbitan pcraturan bupati 
mengenai tata cara pernbagian dan penetapan rirician 
Dana Kampung setiap Kampung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan 
untuk rnenghindari kcterlambatan penyaluran Dana 
Kampung tahap I. 

Pasal23 

(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Je:nderal 
Perimbangan Keuar.gan dcJ.n/ atau KPPN bersama 
dengan Kementerian Dalarn Negeri, dan Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi melakukan pernantauan atas 
pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana 
Kampung seca.ra sendiri-sendiri atau bersarna-sarna. 

(2} Pernantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap: 
a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung 
setiap Kampung; 

b. penyaluran Dana Kampung; 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Kampung; 
d. penyampaian laporan konvergensi pcncegahan 

stunting tingkat Daerah kabupaten; 
e. sisa Dana Kampung di RKK; dan 
f. pencapaian keluaran Dana Kampung. 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal22 

( 1) Kepala Kampung bertariggurrg jawab atas penggunaan 
Dana Kam pung. 

(2) Pernerintah dacrah dapat rnelakukan pendarnpingan atas 
penggunaan Dana Kampung. 

(3) Pendarnpingan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 21 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung 
diutamakan dilakukan secara swakelcla dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak rnenyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Kampung scternpat. 



(1) Pemantauan sisa Dana Kampung di RKK sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan 
untuk mengetahui besaran Dana Kampung tahun 
anggaran sebelumnya yang belum digunakan olch 
Karnpung. 

Pasal 26 

(1) Pemantauan rerhadap pcnyamparan laporan realisasi 
penyerapan dan capaian keluaran Dana Karnpung dari 
laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d 
dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran 
Dana Ka.mpung tahu~ anggaran berikutnya. 

(2) Dalarn hal bupati terlarnbat dan/ atau tidak 
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Kampung <lapat merninta kepada bupati 
untuk mefakukan percepatan pcnyampaian Iaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fistk dan 
Dana Kampung dapat berkoordinasi dengan bupati 
untuk proses perce patan penyarnpaian laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pusal 25 

Pcrnantauan terhadap penyaluran Dana Kumpung dari 
RKUN ke RKK melalui RKUD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk: 
rnernastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 24 

dart Dana Kampung merninta bupati untuk melakukan 
percepatan perictapan peraturan bupati mengenaitata 
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung 
setiap Karnpung. 

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyelurexi DAK Fisik dan 
Dalia Karnpung dapat berkoordinasi dcngan bupati 
dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati 
mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Karnpung setiap Kampung sebagairnana 
dimaksud pad a ayat {2}. 

penetapan 
pada ayat 
DAK Fisik 

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan 
peraturan bupati sebagaimana dimaksud 
(1), Kepala :V...PPN selaku KPA Penyaluran 



(1) Evaluasi zerhadap data jumlah Kampung,dan 
perighitungan pcmbagiari dart penetapan rincian Dana 
Kampung setiap Karnpung oleh Daerah kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 huruf a 
dilakukan untuk memastikan data jurnlah Kampung, 
dun pembagian Dana Kampung setiap Kampung 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-uridangan. 

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah 
Kampung, dan penghitungan pernbagian dan penetapan 
rincian Dana Karnpung setiap Kampung oleh Daerah 
kabupaten sebagaimana climaksud pada ayat ().), 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Kampung merninta bupati untuk melakukan 
perubahan peraturan bupati mengenai tata cara 
pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung 
setiap Karnpung. 

(3) Perubahan peraturan bupati sebagairnana di.rnaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku 
KPAPenyaluran DAK Fisik dan Dana Karnpung. 

(4) Penyampaian perubahan peraturan bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
pcrsyaratan penyaluran Dana Kampung tahap III atau 
tahap II sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 12 
ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b. 

Pasal 29 

Kepala KPPN selaku KPA Penyeluren DAK Fieik: dan Dana 
Karnpung melakukan evaluasi, terhadap: 

a. Data jumlah Karnpung, dan penghitungan pembagian 
dan penetapan rincian Dana Kampung setiap 
Kampung oleh Dae rah kabupaten/kota;dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
Dana Kampung. 

Pasal 28 

mengetahui capaian perkembangnn kegiatan yang dibiayai 
Dana Karnpurig. 

keluaran sebagaimana dimaksud 
(2) huruf f dilakukan untuk 

capaian 
22 ayat 

Pemantauan 
dalam Pasal 

(2) Sisa Dana Kampung di RXK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana 
Kampung tahap IE tahun anggaran berjalan. 

• 

Pa sal 27 



seba.gai ter sangka, Mente.ri Keuangan dapat melakukan 
pengheritian pcnyaluran Daria Karnpung tahun 
anggaran berjalan dau/ atau tahun anggaran 
herikutnya 

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat perrnohonan 
penjelasan status hukum kepala Kampung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pirnpinan 
lembaga penegak hukum terkait. 

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan 
lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), status hukurn kepala Kampung ditetapkan 
sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan 
pcnghentian penyaluran Dana Kampung tahun 
anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur 
.Jenderal Perirnbangan Keuangan atas nama Menteri 
Keuangan. 

kc pal a Kampung melakukan 
Dana Kampung dan ditetapkan 

( 1) Dalam ha] 
penyalahgunaan 

Pasal32 

(1) Bupati melakukan pemantauan clan evaluasi atas: 
a. sisa Dana Karnpung di RKK; dan/ a tau 
b. capaian keluaran Dana Kampung. 

(2) Dalam hal berdaaarkari pemantauan dan evaluasi atas 
sisa Dana Kampung di RKK sebagairnana dimaksud 
huruf a terdapat sisa Dana Ka.mpung di RKK, bupati : 
a. meminta penjelasan kepada kepala Kampung 

mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; 
dan/atau 

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 
rnelakukan pcrneriksaan. 

Pa sal 31 

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Karnpung sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 28 huruf b dilakukan untuk 
mengetahui be saran realisasi penyaluran, penyerapan, 
dan capaian keluaran Dana Karnpung. 

(2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian kcluaran 
Daria Kampung belum mernenuhi ketentuan, Kepala 
KPPN selaku KPA Penyalura.n DAK Fisik dan Dana 
Kampung dapat merninta konfi.nnasi dan klarifikasi 
kepada Bupati. 

Pasal30 

• 



(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Karn.pung tahap II tah.un anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahuri 
anggaran sebelumnya 

(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jumlah Da11a Kampung yang 
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Daria Kampung 
tahap II tidak dilakukan. 

(1) Bupati menyampaikan perrnintaan penundaan penyaluran 
Dana Kampung kcpada Kepala KPPN sebagai KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung dalarn hal: 

a. Bupati bclurn rnenerima dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2) dari 
Kepala Kampung sarnpai dcngan berakhirnya tahun 
anggaran; 

b. terdapat usulan dari a par at pengawas f ungsional 
daerah. 

Pasal 34 

BABV 
SANI~SI 

Kampung penyalahgunaan pengeloiaan Dana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

c. Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau 
pemuli.han status hukum tersangka atau putusan 
pcngadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan 
penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukurn 
atau lembaga peradilan. 

a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum 
tersangk:a; atau 

b. putusan pengadilan yang mernpunyai kekuatan 
hukum tetap, atas kepala Kampung yang melakukan 

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana 
Kampung yang d.iheritikan periyahararirrya 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 32 ayat (3) setelah 
menenma: 

(5) Dalam hal status tersangka sebagairnana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan sctelah Dana Karnpung tahun 
anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian 
penyaluran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3} mulai 
dilaksanakan pada penyaluran Dana Kampung tahap I 
tahun anggaran berikutnya 

.. 

Pasal 33 



' (2) Pemerintah Kampung berstatus Kampung mandiri yang 
tidak menganggarkan dan tidak rnelaksanakan kegiatan 
BLT Kampung sebagairnana dimaksud dalamrn Pasal 17 
ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana 
Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana 
Kamp: .. mg yang akan disalurkan pada tahap II tahun 
anggaran berikutnya; 

(1) Dalam hal Pernerintah Karnpung tidak rnenganggarkan 
dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), 
dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran 
Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan. 

Pasal 34 

(8) Dalam hal perrundaan periyalurun Dana Kampung 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34 ayat (1) huruf a 

dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke 

RKK clan menjadi sisa Da na Kampung di RKUN. 

(9) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKUN 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung. 

Pasal 35 

dimaksud dalam Pasa ayat (1) huruf a telah diterima; 
b. terdapat usulan pencabutan rekomendasi pcnundaan 

dari aparat perigawas fungsional daerah. 

sebagaimana penyaluran a. Dokumen 

(5) Rekornendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/ atau 9eng~maan Dana 
Kampung. 

(6) Rekornendasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
disarnpaikan kepada bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Kampung sesuai dengan waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12. 

(7) Bupati dapat merninta penyaluran kernbali Dana Kampung 

yang ditunda daJam ha]: 

,J • 

(4) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l) tidak dapat disalurkan kernbali 
pada tahun anggaran berikutnya. 



RIS DAERAH 
··PULAUAN YAPEN 

I 

Diundangkan di SER U I 
pada tanggal 29 Mei 2020 

Pasal 36 
Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 
Agar setiap orang mengetalrui, memerintahkan 
pengundangan Pcraturan Bupati 1111 dengan 
menempatkannyedalam Berita Dcerah Kabupa ten Kepulauan 
Yapen 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Nomor 03 Tahun 2020 ten.tang Tata Cara Pernbagian 
dan Penetapun Rincian Daria Kampung pada setiap Kampung 
di Kabupaten Kepulauan Yapen [Ber ita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Yapen Tahun 2020 Nomor 03) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 35 

(4) HasiL musyawarah Kampung khusus/ musyawarah 
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dalam peraturan kcpala karnpung yang diketahui oleh 
PemerintahDaerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Peraturan kepaia kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPNselaku K.PA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebagai syarat 
penyaluran Dana Kampung tahap Ill atau tahap II bagi 
Kampung dengan status Kampung Mandiri. 

• 

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikecualikan dularn Iral berdasarkan hasil rnusyawarah 
Kampung khusus /musyawarah insidentil tidak terdapat 
calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang 
mernenuhi kriteria. 
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1---1--------+--34--+_t.1ar_erura -+- ss_1_,<:FJ;_""'.~ !~11i,-.gg;:.1 &ll.'ll-S,c,oo 732,304,ooo 

35 waoornpi 651,999,000 S;,r,,iat i.;;,,.ig,ac 82,141.~ 734,140.000 
1----1-------1>---36--t-Duai_. -+- 65_1."'"m-'-.OlAl--1'-Tt!f_1_1t'll:a9:..iil -- 144,(Y.)(i,OOO 1s,.11~.000 9_58_.8_14_.ooo_ 
1---1--------+--3_1_..._Se_.,e_Se_ro -+- 6_51_.999---',ooo __ -+r_N_~.·-~~!19:..~--- 144.0\.~.ooo 1_as_.00_2._oo.:_J-+- 9_8_2."'"09_7_.ooc--i 
1--4-t-Ang~•_aise_ra 38_-tMe_n_aw1 ---i 6_5 '.:..•9_9'J.:.,000--1S.."'-cm0d11'J 3~3.e~l.000 1.<Xl5,82C,OIJI?_ 
1-----i-------1--J_9_+w_a11--'ap1------1.-----6'-'s-'1."-m"" . .:.oc.:.;..x, rc,,,llCJll~_,.___ 132,437,<XAl-i- 84_4,436,000 

40 Koinul I 6~1.!193,000 Sangat T~rtinggal 202.8~9.(JQO 854,856,000 
41 A111ri 651,9'.J<J,()(.,(1 re,1111t)<Ja! ·- 21~.301 . .w Ulf,300,00IJ 

t----11-------+--4-,--tW-aMJU-.----------ll,-~,-.'¥!-!19-.00ll--t~--err~ll'.l-"'-<S-- 144,ll\lii,OOO \W.W.,.~ %\l,\90,000 
1---1--------t----t---------i·-------'--'--------+----------i----~-1--------+--------1 
,____, __,,__4_3_+R_01_·P1_· ----------~-·5_1._999_.ooo__,_~Jl19at T011ing;iJ1 239.~06.()(.Vj 89\,407,000 

t---+-------t--4_4_-+Ri_·_.,_samo, __ 1i ---i s_s1_.Y_~_ .. OOJ_+-Ti;,_~_·11.19~.J----+-- 2iS.~14 0JC 867,913.000 --------<>-----·--r-------+------·-i 
45 t<ainui II 651.999,000 ft111J1Y.19al 229,Si,,;,OUO 881,8C3.000 
46 wanampompl 6~1.999,000 S"'iga, Te1ii99al 13),,:M,OOO 705,233,000 

t---t--------+--4-7_-t-M_ar_tMa_vam -+- C_51.:.,9!1_.c~'-OOO-t_1or_1_,11~gg,al ~--~-----l---1-4-'4._~JG-'-.CllO-l----11_4'-,6-72_.000_+----9-10'-,7-67_.0C0---1 
1----11-------,1---4_8_-+R_oipl"'"' _o_ua -+- s~_1._m-'-.ooo--11_r ertJll90_. =-.:r___ 133,sJ~.ouo 790.532,000 
1---5 ·+-Poom-------1--4_0_-1-Poom __ 1 --1f------651,m.ooo ren,ngg.11 Z22,5~!i.OOO 874,524,000 

so s.:.- &.1,')99,000 lerung\ja 173 307 ,ooo 1125.n.ooo 
1---1--------+--5_1 __ Poom __ 11 ___. s_51"".m_._000_1 !l!M99al !wl1 m.coo 1,213,572,000 
1---1-------+--s_2 __ Mo_,_,-oan -+------'6-'-51.:..9!'-9!1""",0<JO ror11,wa1 "" ~, ooo 766.4ll9.ooo 

53 RansJ ~51.m.000 rortJl".l9al 1&> 1,~.000 1 oJ6.1n,ooo 

Tentang Perubahan Peratura.1 Bupa1i Kepurauan Yapen Nornor J Tahun 2020 rentang Tata Cara rembag!an <!Jn P.x.e1:ip2n flinc!u11 Oan.:i Kampung pada SeMp Kamp<Jnq <!i Kat,u;>a1en Kepurauan Yapen 

lampiran Peraturao Bupali Kepulauan Yapeo 
Nomor : 12 TAltUN 2020 
Tanggai : 29 MEI 2020 

DAFTAR PEM13AGIAN DI.N PENETAPAN RINCIAN DANA KAMF'UNG PERUBAHAN Pt.DA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN V.EPlJLAllAN YAPEN TAHUN 
AN'3GARAl4 2020 



16 Yav.akukat 

1---~------+--1~20-+Kat_e,_noni -+------6,...s,...1'-.9.c..99:.:..ooo=+s;;ng.1 Tr.1li."Jl:.ll ---=-'ll8.-..:.:...~..:.g..:•·.:.•Xl-'J-4--'--.....c94_o~,4-'A-~.'-ooo--1 
l---l-------1-C.::1:.21;_-+-H.:..ai::.:IIOC:.:_ei:::_ 4- _.:.:65:.:1:.:,9.:..:l9::.,000=-i.:..f•:;;"U:.:_""=92;.:al:___ JOS,4!">4,000 960,453,()()(l 

122 Rombal 651,9!!9,000 1~1tit109a! __ 2_~....:•·c.c~_i0_.0<_:o-+- e_1_s.'--6_29~,000--i 
123 Jalnwla u',1,9'¥.l,Ul\l ~ar,sal 1""'1ir~'l,lll,::.>i __ 4- -+------I--H--'u"",:lli-'-"7-',00\l· --+-----7':l-'e-'-,'.luo---'' ,000_~ 
124 Awaoo 651,9~9.Ch.JO San;ia, Totllf"lli& 156,87~.000 808,878,000 

,__.,_ __, __ 1_4_~ Y_a'-pan +- 6_51~,9_S~9,_000_ T_c<t_,_1\19~~---_._--------..------·f----'2_42..:.,3_35..:."·:...000_l-----8-94-',3-34_,'--000--I 
150 !.'at1ic-11ow 6~1.9~9.0!1(, S'.llll,11:! "fo,U•;IY.ll 129, l&!!JOO 78:,165,COO 
151 Famboa111an 651,99!1,0CO-u·Jtt11,gga: 168.~7:J,OOO 820,872,~ 
152 Kandowaii,a 651,9'J9,000 1enJ,,gg.,i 114,211,000 766,210,~ 
15J wa,an f.51,999,0VJ ru:!ii,gg.ll 176, 19S,OOO 82~.198,000 
154 Konlinuni 651,999,000 Terli:;;:gal 144,09<,,COO __ 1_68..:..,5&6_.:.,()(_l(l_-1----964-'-,68_3..:..,000-I 
\~S Ylt:ll'imoo &:.1,W:l,000 lo!:lii1S<Jci - 1-14,0%,000 m,637,00ll 928,7:l'L,OOO l 

1----1--------,1---1_11_+N_booJ_-'eP.-'.i----1-------'ss'-1.::..99'-'9~·~ r~~ __ 1_59..;...~_1.ooo_f- 81_1.'-290-'-.oco--< 
118 Kanakl 651,999,000 Teni,lc;qal __ 2_0&....:•_74_7,'--000·-l---...:8_60cc_.7_46-'-,00Q-~ 
119 Dumanl 651,!199,000 SdllQat r .. r>nJ9al I ?o2.2',(J [Q.) 004,21*1.000 

13 Pulau Kurudu 

1--1_2-+-w._11_~_esi_·-----1--1_25_-+-Kaooo_..:.a --11------'-'s,s_1.:.,9::.:99.:.:.c.oco 3angatT~w~qa ~---·~-+------+-----'12!1::..:.:....7..:.44.:..coo:...-'-l----'7.:.81.:..7..:.4~3 . .:.U00--1 
12C WulOOSi 651,999,0CO Itlftlr.g~JI • 1&7,:iOO,fA.'O 839,299.~ 

l--+--------1'---1_2_7_1--M_u_<,gg=-u,-· -----+------65_1-'-,!¥._0l...;.9,000 Sangal Tcr.nJ!!'II 172,8-47,r»J 8~'4,616,000 
l--+--------l--'1.:.28:._-+-Karawl==-------l-----.:.GS.:.1~,9::.:99:.:·:..000;.:...iSa.1',1a11e<'.if,g,Jal ~29.282,000 881,281,000 

129 Asai 651,993,000 SJt1tJal ftth,]!;!!<)i 1&1.~cc.1,00 816,407,000 
f--+--------1--1_30_-+R_o_stJo_ri 1-- 65_1.:...,9!_.19-',o.'.lu--a ~k~m!lillllJ 1n.o!l4,0GO 77~.oaJ.ooo 

r:i, Waisanl 6!;1.~.000 Sanga11C!1ir.ggal :i,:3,1\i'J,OOll 256,427 ,000 1,271,"fY.i,OOO 
l---l--------1--1.:.3.:.2_i..:s.:.an..:.'..:.m.::m:_ 1- .:.65.:.1.:.:,9.:.9::.:~•.:..ooo:.:..1.:.sa:.:::ig=a1"r.:.,n.:..r;.;oo=a--l-- ~ 1co.1o0.ooo a !2.7S9.~ 

133 Aryow 651,9~'9.000 T~n111gg31 130,55'),CCO 1------76-'2.:..57_9_.<XJIJ--l 
134 Kaipuri 651,!199,000 Sanga1 Tcl,"tn,J!l<'l 14a,437,tl00 800,<85,000 
135 CJoreianmini 651.9"9,000 Sa<>}at f~rtH>,1g,I - - IJ/l,r.21,(;()(I· _ _,_ 1_90...:,_020-'-,000___. 

l--+--------l-"1.:.36:_+A:.:nd:.:~.:..:rs:.:.Jt:.:..::a:_ -+------=-G5:..:1.::,9.:..99:.:,000= Sai•Jat kni,,g~al 1 ~8,736,000 810,735,000 
137 Kut\J(JU 651,'.\99,000 Tettlr".)9cl 121,700 OUO 77:.707,000 

f--+--------1--1_38_-+-Kitit-· _n_b<l -+-------651,999,000 Sanga1 Tertir,<J9a - 147,176,000_:..:..i----7-'-9:~~·::.:~7_5'-,oo.J- 
n'l Manusuoou 651,9:IJ,COO fening~.-.1 167,211,000 01S)\O,OOO 

1----l-------l.---14_o_+M_nu_k_W"N ~f------s_s1.m.ooo Tert1ng9a; +------1------- +-----'9!1--'. ,"45_9'-,@--lf-----7_51.:.,4_Sa-',l100--t 
l----!-------l--14-1_+M_ansesl...:.....;_ --ll-------6-5_..:.,1,999,00il TenillggJI 115,S 18 000 777,917,fiXJ 
1--1_4-+-P_u_lau_Y~_ui +-_1_42_-+-M_ios_nu_m --1 6_~_·1'--,9_99.:.,ooo __ ~T_e_<t_lfl\19"'. :.cal -+-- - 112.21~.c,oo 764.214.000 
f---l-------l--1-43_-+-J'-en_ia'f l-- 651,999,000 Ternngg4' - 113,935,00U 76!-,9.J.,t.000 
l--+-------l--'1_44--'..+:U::.:m~pe.:.k.:.l ~ll------"-65:..:1~,999.:.·~,00il~:+-'Te::..".:.."~~·g~~::_ _,_ _,_ ~---·~--'93~,~023.c:.:...,000_-1----7-4~5,'-02_7.;_,000~ 

145 Ausem 651,99gJ!OO Tett•....:'9:::9.:cal +- 4 -j .:..:W;:.·~ub6=· ~·IJ00=~---7::.:Ul.:.·~&6:..5;.:.,000:..:.:..; 
146 Yeiluarau 651,999,000 Te,1Ml\l<JJI 144,096,000 111,740,000 007,835,000 

NO.URUT Nama Kampung No. Dlslrik Alok,si Dasar Kl,sifikasi C:,1,s1 I I k . A•· . Al . . . 1 Pagu Dana Kampung 
IUM Ar. as, .,rma'!t okast Kinerja Alo~.a!i1 Formu t par-Kampung 

1-,-q-1----~---+--,-~--+----,-~----+------~--- .~~~-~-----+---~-,---.----,-,-~----1--,,-~--,-~-.-~-·~·r·~ 

l--+--------l--7:...4:_-i::Sat=,it,r;;=""'=a=-·----~----.::::65:'..:1.::,9(-::::."9,oc,o Sa1>Jat r.,,, • .,-gili __ • • 2!A;9JJ.O(.() esa.9n.ooo 
l--+--------l--7:,:5:_+K::''i:!.you::.._____ 6~1.9\l'l,000 1emnggi'il 200,\1'!,00\j 861,128,000 
1---t--------1:...--7=6:---1:So<==°'.:.nase::.:::::"-----~----~60:::·1~.9::9~9,:::~!~ni,!_W~-~a---4---------+-------+----'1~58,~.2=5R_.c::.:.oc~.-'----.:.8.:.10~.2=5:...7·~000:.:..i 
l--t-------l--7:::7:---f.:R:::os:::w:::a::;,t l------;65:'..:1~,9'.:'.92:::-·~000~:,_Tu~nl,~,g~~a'!... __ -i.-------:·.j_ _:·:i 116,079,000 Wl,078 000 

78 Dorelmonona 651,999,000 Soll\l,._J_ll...:er_u_·llf=-~q,._J1_~--------1-------+---'1.:.53:.:A.:.3u=.OOO~-l-----=805,429,COO 
l-8"-l'-R,a~,-'·m.:.bawic_· +__;7.:.9_+~.=ait::k1::v -j~-----=o::.51:_::,3::9:::Y,:::tXJ(J~.:.:re:~r!lr.g;~~!::ifi:_ __ ..j.( _; 2V6,Sr9,l00 858,578,000 
f---1-------+--80-'-'-+=-Baraw--ai-· -----+------6_51..;._,999,000 Terti.,g~al f . 1es,1_3g-',OOCJ-+- a_1-'1.:..1:ia-'-.ooo--l 
l---t--------l'---8~1:_-4--W.:.od:.::::.a -4-- _;:6_b:::1~,S::~::·:::OO':::.l !le_~_·en~L~' ~------4---1-44..:.:•~JG.000 10:...2~,Jl,(,cc...:•.:.C<AJ..:...1 _;:_9!ia~,3.:.9~5,.:.COO~ 
l--i------+-8::2:_+t<of::::::°'·:::G.11.::!P::U:_I ---+----..'.6_51_.9_9:-'~.000_4_10<_1_•lSl:::Y:...aJ___ 144,0<~ ,_ __ 102,G37,01.'0 988,732,000 
f---1--------l--ll'-'l'---....i:...M;-;,u_ -------1------1\-~1_;,'if.r_.:_o:.;.;.,l)OC) I IOl',n'.l9sl 144,0':,\j,ll\l() 12\\.!f,4 llOO 'i,\1\,\149,000 
l--+------~l--~64:-··+Sc=·::wo:::n.::u:..i 4 _::6::_51:_::,9!::::l:::::3,000 ll.~l"o!ir'-" 1S6.r,2v~,..:'°.:..i..---.:.8.:..:18,519,iJ 

85 $,iwe11<lul 65:.~9'J.OOl1 f1:rtitKJ~aJ 144,421!,000 796,427,000 
r-9-t-T_el_uk_Am--'pt-'mo,..:...:.· ---,l---86::-:---j'-fl"'and..:.:.caw.i=ya:._ l-- __;6:;:5.:..,,1,!J<J9=·:::00:::U'.+.'.-T •::·nl,,yg:::..:::!.::al:__ __ ..j...___ 219,C5~._0C_t0..._ 8_7...c.1,652,000 
t--t-------+--a_1_-+-w_anroni_·_· -+------=6.:.s.:.1,9'l9:;..:.:;·.::ooo:.:....:..:'~---=-~-----+----1-~_,~·-53,1-',r_.oo--11--------1---:.'98--',-4G'-5:....ooo___.1----...:'·.::;3.::2.~098-'-.ooo---1 

88 Ampimoi C51,993,000 fertiogq:..al +- 1a_1._53-l_.;_'<Xl.l--l-------+---31J---'1._681_.'-000---.l 1:...,1_35.:..,3_14-'-,000--1 
1-- ....... 1-------4----'a_9_+w_ai_·ia . __ 6_5-'-1.ll'J.1.ooo le<Ufl\l!jal --+---- • 2~3.C55,,.:.000:...'.J! e:9:.::5·.::054:....:..:·ooo.:......i 
!---t-------+-'-90---I_A.:.:yan'-·-------1-----6=G'-1~,9S:..'~~·G00:.:.:.4T:..3:.::lh:..·'l!l~Q~~=------l------''-81.:.,6...:31:...•;...000;:..:...;1------·--,-~-=2C~9:~·1.~,~0,~000::.:..;i,__ __ _:l,.~1:...r2~,80:.:..;;3,~000:.:..i 
1---t-------+--'9:...1_-+-KO<=oap,=' ------lf-----ll:::~:.:1:.:,'i!'Y,=,OOO:::.-:..ill.:.:.ni:.:;•::::"'":!!:•9!!:a:._ __ -1-------·-t------+---1-&e._.'-l•_~~·OOO_ 820,748.~ 

92 Wabuayar G51,99!l,OOO Ten,,,g~"!_----+------·-+-------+----'so--'-.ooo--'._ooo_--11-----&0_1-'-,99--'s._ooo--1 
l--+--------1--9:.;:3:_-+-T.:.ar::.:e:...l -1--------=65:1:.:.:•9:;:99~,:::UOO;~S~~alT~io~g~ ---------+-------+----1_62_0,:14 __ 1._ooo_, B_14-'-,84_0,_000_, 

94 Bareraif 551,999,000 SatYJat fe<tcr.Qy"'"_""a!_. ---.1-------+------ 119,8o5,:J00_,_1- 7_?...:1._06_4:...,000--1 
t--+--------1--9,...5_-+-Ar_are_n_i -----1------.::C5:...1.:.:,9.:.99::.:,IJOO.:..: Sar•Ja: Terti,o;igdl --1---1_J.:.1,6_90_ruo __ l-- 7_8J.e89,000 
1----1,-------11--..:96:..::_4S.:..irom=i 651.m.ooo fun,nggai 144,G!IC,()(,() 16_9.:....s_21..;...oou_ .. 9_8-'5,_9_2_2,'-U00--1 

10 Kepulauan Ambai 97 Amliai I 651,9\J9,000 Sill1ya1_l_t,11J_~ _ _,lQ"'G_ai __ f------- -~-------+--2_1_2:._3d:...1.:....000_,-+ 8_7_4,,..:.380-'-,000--< 
t--t-------+--9~8--+-S_a,_"":...ru'------+------"65:...l~,999.:.:.:,0C.:..:~c.:..;:..Sa:.:.1,q~·m::.:.T:::et1.:.•·21!.9~al=--+---------4-------~--1-80_~·-=13_1,:...G00 __ 1 ....:8..:.31..:.,...:1:;o....:..,OOO--l 

99 Kawipi C.5\,99',l,\l>.)() Tcn1,g~.j ·- • • \ll~.-.0.'~-~---11=:lu.:.·~'.llia=,oc,o:..:..:..i 
t--+--------1--1~00--+-w_amur1 -+------"6s:...1~.99.:.9:.:,000:::.:.:-1=sar,ymTer~~o& - - -~-198_~·9_1,~,ooo-+- aso....:...s_18-',000-~ 
f---,f------+--.:1.:..01:_-+Ad:=iwi.:2P':.:.· -ji-----=6.~1.999,000 S~a1 Tcrllll\11al __ :.;:i.:..:78:!,85,.:..f~,;>00~4-- __ __;8.:..30:.:,8:.:!il.:.·~ooo:.:..i 
1----1-------11---1_02_+u_mar __ w 1-- _:.;:es:...1·:.:.9!l.:..:9~.oco.:.:. Sai,q.1 Te!11119~.ll 2\J'.l,47J,l'OO 861,472,000 
l--l-------+--'-'1.:.03::......+"':..."o:.;:&:.;:' !'-I -----+-----.:..:6.:.5:..:.1,9:.:9.:..9,.:..000::..i$a11ga1 lc1111'Q!l31 169,G,;6,000 021,045,000 
t--t-------1--;~~,,..-+~--~-bawi-----+-----6_51..:.,9.:..:~.:.9 . .:.000:...-j.:.c"=r.~at fonin93al 143.274 000 795,273,(1()() 

551,!J99,000 Saog11 le,-:iooo~.""-al-·-1--------+------- ,___ 161,785,000 Bl3.784.~ 
l--+--------l-'-l..:.1)6;_-+-H..:.°'.:..:xle=pi l-- :..65:1:.:.:·~.:.~~ Sa,l\jal ie,1,'\.11:al 219,000,(1(,\J 871,0<l5,000 
1--+-------l--'1.:.01'--+Dot==au=------1-------=65:..'::.:.:·999-::.:,·ooo.::. _ ~JI ,eru.00~- _ • w,,,9'!S we e,,.'3·~.wo 
l--+--------ll-'-1-'-1l8-:-+P.:.er~e:.:.a -l-------=65::l:.:.:,~::9~9,.:..0C:.:.l+Ganga1 renJt~J~JI 13~.RJI.M 787.830,0CO 

109 tmlloriawa 651,999,00J Sai~M.~ --Y- 1_u.;...1_co_._coo__. a_w-'._6W-'-.ooo--l 
110 llairei 651,999,000 5ang:t ro.r.-,yg~ 12S,£;(jli.COO 781,965,000 

l--+--------11---·1_1_1 _j_Ai_·w...:il(..:.i',l=glfO:_i ----+------=6.:..51~,9.:..:!19.:..·.:.ooo:..:..1~Sa-=-n,JJI Te<t,K/'.}~L- • 171,!J'Jl.;_,ow __ .-+ 8_2....;3':...991)_;_,ooo__, 

1--+--------11---1_1_2_~1-'-~-'roa'--------l------.:.6.:..51~,9::.:99.:..·.::ooo:.:..1~:;a,==i.:..a1"T.::~:.:u~~~~=~:_-l---------l-------l---1_C4_.'--666-·-'--.c_;oo~-----8_1_6,665,000 
l--+--------11--1:..:1;:.3 _fN:.:u:...ni=a,.::l(J.:..Ci:__ -+- _::65:..1:,_;,%9,()()(I So1,ga1 TM•l!J9ti ,39.f!OJ,000 791,801,000 
l-'."":'""-t-,,-------lf--1'-'174_fM.:::iraw;:..:;.::.:' i-----.::G:..51:_::,99!:::,:,:000:::::..j.~a,~JIT~~l\l\lal ~- +---:.:14:0:·~0:.;:;;58,000;.:;.:.~----7'-'9~?:.:,0.:.57~,000~ 
1-'-'-+w_onawa --1--1...,.,r:--, -1-v_100t_. 1-- s.:.s.:.'~·m=.OOO:..';.:...i.:.••:.:.,lllc:::::'9Y::a1=---- H~.IY.t,,OC'\l 22,,1n-'--,11).)-.,_ ,-'-.0_1_1 .'--aoo-'-.ooo__, 

116 Woinap 651,999,000 r~in;;g~ • 233,817.0QIJ 885,816,000 



.. . 
,- 

No. Distrik NO.UkUT Nama Kampung Alokasi Dasar Kla,irik.<~i Den 
Alokasl Afirmasi Alokasi Kinerja Alokasl Fonr.ula Pagu Oana Kcmpung 

IOM per·Kampung 

- (I) (1J (Jj l'I Ill l>I P'I Pl ,~ fl>l"(>J•(l/•111•1•"1 ·- 156 Sana)'(,l:a 65 ,,999.000 Te:lirxJ!J·,1 - - 1.;S,b74,000 eo1.sn.ooo 
157 Rambai ()5,.999.000 1e,lif'ooli ,91,on.000 S4J~ 
150 Yafanani 6~1.999,0ilO TernogyaC /.? z: ~ 1:l3,0:J1,000 785,SJ0,000 
159 8oo!i €51,SW.OOO re,tinguJf ,~,, ~, r A 144°}}S...i'l00 162,732,(,00 958,827,000 
160 Kabuaena 651,999.~ Tertifll)~al /~ »< > 

......__,, '\\- 188.295.~ 840,2'>'1,000 
Tofaf l<M,Jl9,640,00il r I 119,rn,ooo. , 2,3Q5;1i_3...«frt\ .--. ~19 r 5,;t6C,OOO IJB,720,JSS,(),J() 

ti \~~·t"''fN ~ ~~ ,- WA.IL U ATI, 

~ -· ,~ (/, _ "1r-« · JANADI 
<4uA~ 


